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ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud menjelaskan upaya mewujudkan clean regional government di
Indonesia. Tujuannya memberi wawasan kepada warga bangsa agar semakin mema-
hami: desentralisasi dan harapan majunya daerah; kasus korupsi perizinan kepala
daerah; bentuk korups yang terjadi secara umum; membangun pelayanan daerah yang
bebas korupsi. Diketahui bahwa otonomi daerah merupakan proses pengeawantahan
penerapan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak
lanjut demokratisasi di Indonesia. Namun korupsi dan kurangnya transparansi masih
menjadi momok bagi tata kelola ekonomi daerah. Pelaku bisnis di semua tingkatan
mengatakan dua hal tersebut sebagai problem utama. Maka perlu kualitas pelayanan
perizinan usaha yang merupakan salah satu komponen tata kelola ekonomi daerah (local
economic governance). Asumsinya, setigp komponen akan berperan mendorong per-
tumbuhan ekonomi daerah, termasuk perbaikan pelayanan perizinan. Diharapkan agar
aparatur negara dan pemerintahan daerah dapat menerapkan pemahaman konsep clean
regional government dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara
Disarankan pula agar kita semakin peduli untuk mempelgari konsep clean regional
government, sehingga dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Tulisan ini dapat
dijadikan sebagai penambah wawasan dalam memahami konsep clean regional govern-
ment dan masalahnya di zaman sekarang yang berkaitan dengan persoalan kewarga-
negaraan.

Kata kunci: otonomi daerah, korupsi, kepala daerah, clean regional government.

A. PENDAHULUAN

Sdah satu amanat Undang-Un-
dang Dasar 1945 saat berdirinya Indo-
nesia adalah memberikan kesgahteraan
sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Ha ini menjadi tugas penting bagi
semua elemen untuk dapat saling bahu-
membahu dalam mensgjahterakan rak-
yat dan memberikan rasa aman, ter-

Jurna PPKn & Hukum

masuk saat dalam kegiatan ekonomi dan
investasi di negaraini.

Salah satu persoalan yang dihada-
pi dalam bidang perekonomian adalah
masih rumitnya iklim investas di Indo-
nesia dan korupsi di bidang perizinan
menjadi masal ah serius yang merata dan
tersebar di seluruh pemerintah daerah
negeri ini. Sebutlah apa yang terjadi di
Meikarta dengan kasus korups dalam
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pengurusan izin yang melibatkan peja-
bat tinggi pemerintah Kabupaten Bekas
dan petinggi Lippo Group. Katakanlah
itu baru satu proses perizinan yang ter-
sangkut korupsi.

Lalu bagaimana dengan ratusan
bahkan ribuan izin investas yang ber-
masalah di negeri ini. Jika ditarik dari
berbagal sisi kerugian negara yang di-
akibatkan oleh korupsi sektor perizinan
di Indonesia maka tidak main-main
jumlah ruginya. Bisa mencapai triliunan
rupiah dan semakin hari semakin parah
modusnya. Belum ditambah dari sektor
minyak bumi, gas alam, izin konses
lahan, pembukaan hutan menjadi lahan
produktif dan sederet izin-izin besar di
negeri ini. Pelakunya adalah aparatur
pemerintahan dan korporasi. Tidak ja-
rang korups perizinan itu berkaitan
dengan pembiayaan politik. Dan hampir
semua elemen perizinan telah masuk
dalam izin yang bermasalah dan rawan
disalahgunakan. Lalu pertanyaan men-
dasar yang digjukan penulis adalah ba-
gaimanaizin yang dikeluarkan pemerin-
tah ketika aparaturnya ditangkap karena
kasus korupsi.

Bukankah secara filosofis pem-
berian izin berfungs untuk mengawasi

dan mengendalikan aktivitas masya
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rakat agar tidak timbul kerugian pada
pihak lain. Instrumen izin bertujuan
untuk melindungi kepentingan umum,
bukan sebaliknya hanya memberikan
kemudahan kepada segelintir orang
yang berdampak luas dalam menggerus
hutan dan lahan di negara ini. Oleh
karena itulah untuk mendapatkan izin
ada syarat dan prosedur yang harus di-
patuhi, sebab pemerintah harus memas-
tikan agar izin yang diberikan tidak
merugikan masyarakat dan kepentingan
umum.

Selain itu efek yang ditimbulkan
bagi daerah seperti menghasilkan pan-
dangan bahwa desentralisasi memiliki
konsekuensi yang ambigu. Pada satu
sisi, memungkinkan daerah untuk lebih
memiliki kewenangan sehingga fleksi-
bel dan responsif dalam melakukan pe-
layanan publik. Tetapi pada sis lain,
juga menyebabkan para pegabatnya
lebih memiliki kesempatan untuk korup.
Korups oleh pegabat terpilih dan pega-
wai publik dapat menjadi sumber utama
ketidakpuasan publik terhadap pemerin-
tah daerah.

Ketika peabat mengkorup uang
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), atau meminta uang

dari individu atau perusahaan yang
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berbisnis dengan atau diatur oleh peme-
rintah daerah, maka akan terjadi ke-
naikan biaya pemerintah, peraturan
yang tidak dijalankan, dan secara umum
mereduksi  kualitas penyelenggaraan
pemerintahan. Akhirnya, korupsi meng-
hancurkan harapan pelayanan publik
yang baik sebagai tujuan desentralisasi
itu sendiri. Indonesia Corruption Watch
(ICW) menyebutkan bahwa korupsi di
daerah telah menyebabkan buruknya
kualitas pelayanan publik, khususnya di
sektor pendidikan, transportasi, keseha-
tan, investasi, perizinan dan sebagainya.

Maraknya korupsi di level lokal
ini sgjalan dengan kondisi serupa di le-
vel nasional. Indikasi maraknya praktek
korupsi di Indonesia dapat dilihat dari
angka persepsi korupsi, misalnya hasil
studi yang dilakukan Transparency
International (T1). Secara global, dalam
sepuluh tahun terakhir, survei Transpa-
rency International menempatkan Indo-
nesia masuk dalam kelompok negara-
negara dengan tingkat korups tinggi.
Dari Corruption Perception Index (CPI)
untuk skor 10 (terbersih) hingga skor O
(terkorup), Indonesia sgak tahun 2001
hingga 2010 selalu di bawah skor 3,0
atau masih tergolong negara sangat
korup. Baru pada tahun 2012 tren posi-

Jurna PPKn & Hukum

tif kenaikan skor CPlI mulai terlihat.
Terbukti dengan perolehan skor Indo-
nesianaik menjadi 3,2 persen.

B. PERUMUSAN MASALAH

Menyimak uraian pembukaan di
atas, muncul pertanyaan yang menjadi
permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:
Pertama, bagaimanakah desentralisasi
dan harapan maunya daerah? Kedua,
bagaimanakah kasus korupsi perizinan
kepala daerah? Ketiga, bagaimanakah
bentuk korupsi yang terjadi secara
umum? Keempat, bagaimanakah yang
dimaksud membangun pelayanan dae-
rah yang bebas korupsi?

Dengan menguak jawaban atas
masalah di atas, diharapkan tulisan ini
dapat memberi wawasan kepada warga
bangsa untuk semakin memahami hal-
hal berikut: desentralisasi dan harapan
majunya daerah; kasus korupsi per-
izinan kepala daerah; bentuk korups
yang terjadi secara umum; membangun
pelayanan daerah yang bebas korupsi.
Pada tataran praksisnya, selanjutnya,
diharapkan agar para warga bangsa,
terutama aparatur negara dan pemerin-
tahan daerah, dapat menerapkan pema-
haman tentang konsep clean regional
government dalam menyelenggarakan

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Vol. 15 No. 1 April 2020 93




Delvia Sugesti, Mewujudkan Clean Regional Government di Indonesia

Dengan demikian tujuan pembua-
tan tulisan ini adalah agar dapat dijadi-
kan sebagai penambah wawasan para
warga bangsa dalam memahami konsep
clean regional government dan masa-
lahnya di zaman sekarang yang berkai-
tan dengan persoalan kewarganegaraan.
C. PEMBAHASAN
1. Desentralisasi dan Harapan Maju-
nya Daerah

Otonomi daerah merupakan pro-
ses pengejawantahan penerapan sistem
desentralisasi, di mana sistem desen-
tralisas diterapkan sebagai tindak lanjut
demokratisasi di Indonesia. Proses se-
jarah yang memaksa diterapkannya sis-
tem desentralisasi yang bertujuan untuk
mengurangi sentralitas kekuasaan pada
pemerintah pusat. Sgjarah telah mem-
buktikan bahwa sentralitas pemerintah
pusat menyebabkan sempitnya ruang
bagi rakyat untuk mengembangkan po-
tensi yang sebenarnya bermanfaat untuk
keberlangsungan di segala bidang pe-
merintahan maupun non-pemerintahan.
Hal ini juga berkaitan dengan hakikat
sistem demokrasi yang diterapkan di
Indonesia, yaitu rakyat mempunyai ke-
daulatan tertinggi.

Fakta sentralitas pemerintah pusat
pada masa Orde Baru (Orba) terbukti
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telah menyalahi hakikat dari demokrasi,
terlepas dari tidak jelasnya aturan de-
mokrasi yang diterapkan di Indonesia
apakah langsung atau tidak langsung.
Maka dari itu, sistem desentralisasi di-
tetapkan untuk membagi kekuasaan an-
tara pemerintah pusat dengan pemerin-
tah daerah. Pemerintah daerah memiliki
wewenang untuk mengatur pemerinta-
hannya sendiri atau sering disebut oto-
nomi daerah.

Negara-negara yang mengguna
kan sistem demokras secara faktanya
tidak lepas dari permasalahan, bak
yang bersifat lokal maupun non lokal.
Justru fakta menunjukkan bahwa negara
demokrass mengalami  permasalahan
yang sangat kompleks dibandingkan de-
ngan negara non demokrasi. Inilah ma-
sdah yang sering terjadi berkaitan
dengan kedaulatan tertinggi yang dimi-
liki oleh rakyat. Era globalisasi meng-
hadapkan Indonesia pada suatu tuntutan
untuk melaksanakan pembangunan di
segala bidang secara merata, termasuk
juga menuntut kesiapan setigp daerah
untuk mampu berpengawasan serta di
dalamnya. Antisipasi terhadap arus glo-
balisasi ini diperlukan setiap daerah,
terutama berkaitan dengan peluang dan
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tantangan penanaman moda asing di
daerah dan persaingan global di daerah.

Di dalam negara kesatuan, tang-
gung jawab pelaksanaan tugas-tugas pe-
merintahan pada dasarnya tetap berada
di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi
karena sistem pemerintahan Indonesia
salah satunya menganut asas negara ke-
satuan yang didesentralisasikan, maka
ada tugas-tugas tertentu yang diurus
sendiri, sehingga menimbulkan hubu-
ngan timba balik yang melahirkan
adanya hubungan kewenangan dan pe-
ngawasan. Pasal 1 Butir 7 Undang-Un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 menjelas-
kan asas desentralisasi dalam pel aksana-
an otonomi adalah memberikan kelelua-
saan organ daerah otonom yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri da-
lam rangka desentralisasi.

Dalam asas desentralisasi terjadi
penyerahan wewenang sepenuhnya dari
pemerintah pusat kepada pemerintahan
daerah tentang urusan tertentu, sehingga
pemerintahan daerah dapat mengambil
prakarsa sepenuhnya, balk yang me-
nyangkut policy, perencanaan, pelaksa
naan, maupun pembiayaannya. Peme-
rintahan daerah dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang dilimpahkan

agar menjadi urusan rumah tangganya
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sendiri. Penjelasan asas desentralisas
sebagai pelaksanaan otonomi daerah di
atas didasarkan pada pengertian yang
ada di konstitusi, yaitu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Kemu-
dian pada perkembangannya banyak
definis yang bermunculan sehingga
menimbulkan perbedaan karena ditinjau
dari sudut keilmuan yang berbeda yang
kemudian berdampak pada perbedaan
tujuan dari desentralisasi sebagai asas
pelaksana otonomi daerah. Di mana ada
permasalahan perbedaan tujuan desen-
tralisas karena adanya perbedaan dalam
mengartikannya justru semakin mem-
perjelas atau memperinci tujuan dari
desentralisasi tersebui.

Dari sisi kepentingan pemerintah
daerah, tujuan pertama desentralisas
adalah untuk mewujudkan political equ-
ality. Melaui pelaksanaan desentralisasi
diharapkan akan lebih membuka kesem-
patan bagi masyarakat untuk berpartisi-
pasi dalam berbaga aktivitas politik di
tingkat lokal. Masyarakat di daerah da-
pat dengan elegan mempraktikkan ben-
tuk-bentuk partisipasi politik, misalnya
menjadi anggota partai politik dan ke-
lompok kepentingan, mendapatkan ke-
bebasan mengekspresikan kepentingan,
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dan aktif dalam proses pengambilan ke-
bijakan.

Tujuan kedua desentralisasi dari
sisi kepentingan pemerintah daerah ada-
lah local accountability. Melaui pelak-
sanaan desentralisasi diharapkan dapat
tercipta peningkatan kemampuan peme-
rintah daerah dalam memperhatikan
hak-hak komunitasnya, yang melipuiti
hak untuk ikut serta dalam proses pe-
ngambilan keputusan dan implementasi
kebijakan di daerah, serta hak untuk
mengontrol pelaksanaan pemerintahan
daerah.

Tujuan ketiga desentralisasi dari
sisi kepentingan pemerintah daerah ada-
lah local responsiveness. Asumsi dasar
dari tujuan desentralisasi yang ketiga ini
adalah: karena pemerintah daerah di-
anggap lebih mengetahui berbagai ma-
salah yang dihadapi komunitasnya, pe-
laksanaan desentralisasi akan menjadi
jalan terbaik untuk mengatas masalah
dan sekaligus meningkatkan akseleras
pembangunan sosial dan ekonomi di
daerah.

2. Kasus Korups Perizinan Kepala
Daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberanta-

san Korups (KPK) Basaria Panjaitan

menyayangkan perizinan masih menjadi
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lahan para kepala daerah untuk korupsi.
“Seharusnya, pembenahan perizinan ini
diharapkan bisa memberikan kesempa-
tan pengembangan investas di daerah
dan bukan menjadi gjang mengeruk ke-
untungan untuk kepentingan tertentu,”
kata Basaria di kantornya pada Kamis,
11 Juli 2019.

KPK, kata Basaria, juga menye-
salkan ketidakpedulian peabat daerah
terhadap pengelolaan sumber daya alam
(SDA) yang bisa menimbulkan keru-
sakan lingkungan dengan nilai kerugian
yang tidak sebanding dengan investasi
yang diterima. “KPK mencermati kasus
ini karena salah satu sektor yang men-
jadi fokus adalah korupsi di sektor sum-
ber dayaaam,” kata Basaria.

Sebagai contoh, Nurdin sebagai
Gubernur Kepri diduga menerima suap
terkait izin prinsip dan lokasi peman-
faatan laut, proyek reklamasi di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri. Tak
cuma itu, Nurdin juga terlilit kasus gra-
tifikasi.

Basaria menuturkan investas
acapkali dijadikan alasan dalam setiap
perkara korupsi atau suap. Basaria
menilai, alasan investass menjadi lebih
buruk lantaran digunakan sebagai pem-

benaran dalam melakukan korupsi.
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Apaagi, saat ini, perizinan menjadi
sdlah satu fokus dalam Strategi Nasio-
nal Pencegahan Korups yang dicanang-
kan Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Strategi Nasio-
nal Pencegahan Korupsi memiliki tiga
fokus, yakni sektor perizinan dan tata
niaga, keuangan negara, serta penegak-
kan hukum dan reformas birokrasi.
“Seharusnya, pembenahan perizinan ini
diharapkan bisa memberikan kesempa-
tan pengembangan investasi di daerah.
Bukannya menjadi gang mengeruk ke-
untungan untuk kepentingan tertentu,”
kata Basaria di Gedung Merah Putih
KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis
(11/7/2019).

Investas merupakan ha yang po-
sitif jika dilakukan dengan prinsip-
prinsip keterbukaan dan good gover-
nance. “Investas semestinya dilakukan
tanpa korups dan tidak merusak ling-
kungan,” kata Basaria. Basaria menam-
bahkan, dalam proses pemeriksaan yang
berjalan, disampaikan juga adanya ala-
san investasi. Menurutnya, alasan inves-
tas tersebut menjadi lebih buruk, lan-
taran digunakan sebagai pembenar da-
lam melakukan korupsi.

Kasus ini juga menambah deretan

jumlah kepala daerah dan jgjaran di ba-
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wahnya yang kasusnya diproses oleh
KPK dengan berbagai modus korupsi.
“Hingga saat ini, KPK sudah mena
ngani 107 kasus terkait kepala daerah,”
ungkap Basaria.

Diketahui, Nurdin menerima suap
dari pengusaha bernama Abu Bakar un-
tuk memuluskan izin pemanfaatan laut
untuk melakukan reklamasi di Tanjung
Piayu, Batam. Diaingin membangun re-
sor dan kawasan wisata seluas 10,2
hektar. Padahal, Tanjung Piayu merupa-
kan area yang diperuntukkan sebagal
kawasan budidaya dan hutan lindung.

Suap itu diterimanya baik secara
langsung maupun tidak langsung mela-
lui Kepala Dinas Kelautan dan Perika-
nan Kepri, Edi Sofyan dan Kepala Bi-
dang Perikanan Tangkap, Budi Hartono
dalam beberapa kali. Rinciannya, pada
30 Mei 2019 sebesar SGD5000 dan
Rp45 juta. Kemudian esoknya, 31 Mei
2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk
AB untuk luas area sebesar 10,2 hektar.
Kemudian, pada 10 Juli 2019, Abu Ba-
kar memberikan tambahan uang sebesar
SGD6000 kepada Nurdin melalui Budi
Hartono.

Tidak hanya itu, setelah melaku-
kan penggeledahan di kediaman Nurdin,
KPK menyita duit ddam mata uang

Vol. 15 No. 1 April 2020 97




Delvia Sugesti, Mewujudkan Clean Regional Government di Indonesia

sgjumlah negara. Di antaranya yakni
SGD43.942, USD5.303, EUROS5,
RM407, Riya500, dan uang rupiah
sebanyak Rp132.610.000. "Uang-uang
tersebut diamankan dari sebuah tas di
rumah NBA,” tandas Basaria.

Atas perbuatannya, Nurdin di-
sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a
atau b atau Pasal 11 dan Pasd 12B
Undang-Undang Pemberantasan Korup-
S juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan Edy dan Budi hanya disang-
kakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal
11 Undang-Undang Pemberantasan Ko-
rupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kel
KUHP. Sementara sebagal pemberi,
ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a
atau b atau Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55
ayat 1 ke-1 KUHP.,

Daam Operas Tangkap Tangan
(OTT) di Kepri, tim Satgas KPK men-
ciduk 7 orang. Namun dilepas sebagian
lantaran dianggap belum masuk kate-
gori tersangka. Basaria memastikan
sgjauh ini mereka akan dijadikan saksi
pada pengusutan kasus itu.

Sejak awal reformasi yang ditan-
da dengan jatuhnya Soeharto dari kurs
kepresidenan, korups tidak mengend

waktu dan kondisi. Hampir setiap hari
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kita disuguhkan dengan berita Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan
oleh KPK dan ini terus berlangsung
hingga hari ini. Lebih jauh lagi para
pejabat negara tidak memiliki kepekaan
antikorupsi. Bukti ini ditunjukkan de-
ngan makin banyaknya kepala daerah
yang memberi tempat terhormat bagi
para mantan napi korupsi yang dipro-
mosikan dalam jabatan-jabatan tertentu
di lingkungan pemerintahan daerah di
Indonesia. Ini menjadi persoalan pelik
bagi pemberantasan korupsi di Indo-
nesia.

Salah satu masalah yang dihadapi
terkait korupsi adalah birokrasi peme-
rintahan. Secara tidak langsung peme-
rintah diberi kewenangan yang sangat
besar sesuai dengan fungsinya yang
diwujudkan dalam bentuk hak dan ke-
wajiban. Sistem ini mendasarkan pada
aspek hukum guna memberikan arah
tuntutan berbagai kehidupan yang ber-
akar pada keyakinan bangsa Indonesia.
Secara tidak langsung birokrasi peme-
rintahan yang dalam hal ini adalah ASN
(Aparatur Sipil Negara) berkedudukan
sebagal aparatur negara yang bertugas
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur,

adil dan merata dalam penyelenggaraan

Vol. 15 No. 1 April 2020 98




Delvia Sugesti, Mewujudkan Clean Regional Government di Indonesia

tugas negara, pemerintahan dan pem-
bangunan. Dan secara garis besar objek
hukum administrasi negara adalah ke-
kuasaan pemerintah yang dalam kekua-
saan tersebut dilaksanakan oleh ASN.
Daam konteks birokrasi, pelak-
sanaan fungsi ASN berkenaan dengan
konsep personal administration yang
berarti bahwa administrasi dari suatu
negara adalah hasil produk dari pe-
ngaruh-pengaruh  politik dan sosid
sepanjang segjarah negara yang bersang-
kutan. Oleh karena itu suatu sistem
administrasi tidak akan cukup dipahami
dengan baik tanpa adanya pengetahuan
administrasi dalam bentuk lampau. Per-
kembangan saat ini adalah negara akan
mengembangkan administrasinya de-
ngan sistem yang sama satu dengan
lainnya.
3. Bentuk Korups yang Terjadi Se-
cara Umum
Korupsi merupakan tindakan
yang sangat tercela. Selain merugikan
negara, tindakan korupsi juga dapat
merugikan pelaku korups itu sendiri
jika terbukti perbuatannya diketahui
oleh badan penindak korupsi yang ber-
wenang. Di Indonesia, klasifikas tin-
dakan korupsi secara garis besar dapat

digolongkan ke dalam beberapa macam
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bentuk. Khusus untuk instans yang
melakukan administrasi penerimaan (re-
venue administration) yang meliputi
instansi pgjak dan bea cukai, tidak ter-
masuk pemerintahan daerah dan penge-
lola penerimaan PNBP, tindakan korup-

S dapat dibagikan menjadi beberapa

jenis, antaralain:

a. Korups kecil-kecilan (petty cor-
ruption) dan korupsi besar-besaran
(grand corruption). Korupsi kecil-
kecilan merupakan bentuk korupsi
sehari-hari dalam pelaksanaan suatu
kebijakan pemerintah. Korups ini
biasanya cenderung terjadi saat pe-
tugas bertemu langsung dengan
masyarakat. Korupsi ini disebut juga
dengan nama korupsi rutin (routine
corruption) atau korups untuk ber-
tahan hidup (survival corruption).
Korups kecil-kecilan umumnya di-
jalankan oleh para pegabat junior
dan pgabat tingkat bawah sebagai
pelaksana fungsional. Contohnya
adalah pungutan untuk memper-
cepat proses pencairan dana yang
terjadi di KPPN. Sedangkan korupsi
besar-besaran umumnya dijalankan
oleh pegabat level tinggi, karena
korupsi jenis ini melibatkan uang

dalam jumlah yang sangat besar.
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Korupsi ini terjadi saat pembuatan,
perubahan, atau pengecualian dari
peraturan. Contohnya adalah pem-
berian pembebasan pajak bagi peru-
sahaan besar.

. Penyuapan (bribery). Bentuk pe-
nyuapan yang biasanya dilakukan
dalam birokrasi pemerintahan di
Indonesia khususnya di bidang atau
instans yang mengadministrasikan
penerimaan negara (revenue admi-
nistration) dapat dibagi menjadi
empat, yakni: a) Pembayaran untuk
menunda atau mengurangi kewa-
jiban bayar pajak dan cukai. b)
Pembayaran untuk meyakinkan pe-
tugas agar tutup mata terhadap ke-
giatan ilegal. c) Pembayaran kem-
bali (kick back) setelah mendapat-
kan pembebasan pagjak, agar di masa
mendatang mendapat  perlakuan
yang lebih ringan daripada adminis-
tras normal. d) Pembayaran untuk
meyakinkan atau memperlancar pro-
ses penerbitan izin (license) dan
pembebasan (clearance).

Penyal ahgunaan/penyel ewengan
(misappropriation). Penyalahguna
an/penyelewengan dapat terjadi bila
pengendalian administrasi  (check

and balances) dan pemeriksaan
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serta supervisi transaksi keuangan
tidak berjalan dengan baik. Contoh
dari korups jenis ini adalah pemal-
suan catatan, klasifikasi barang yang
salah, serta kecurangan (fraud).

d. Penggelapan (embezzement). Ko-
rups ini adalah dengan mengge-
lapkan atau mencuri uang negara
yang dikumpulkan, menyisakan se-
dikit atau tidak sama sekali.

e. Pemerasan (extortion). Pemerasan
ini terjadi ketika masyarakat tidak
mengetahui tentang peraturan yang
berlaku, dan dari celah inilah para
petugas melakukan pemerasan de-
ngan menakut-nakuti masyarakat
untuk membayar lebih mahal dari-
pada yang semestinya.

f. Perlindungan (patronage). Perlin-
dungan dilakukan termasuk dalam
hal pemilihan, mutasi, atau promosi
staf berdasarkan suku, kedekatan
personal, dan hubungan sosia lain-
nya tanpa mempertimbangkan pres-
tas dan kemampuan dari seseorang
tersebut.

Dari aspek lain, bentuk tindak pi-
dana korups adalah rumusan tindak
pidana korups yang berdiri sendiri dan
dimuat dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.
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Daam undang-undang tersebut, secara
jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur
tertentu yang diancam dengan ancaman
pidana dan pemidanaan tertentu: “a.
Tindak pidana korupsi dengan memper-
kaya diri sendiri, orang lain atau suatu
korporasi berdasarkan Pasal 2 yaitu
memperkaya diri sendiri, orang lain atau
suatu badan korporas dengan cara
melawan hukum yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara.”

Secara substansif, perbedaan ko-
rupsi dalam Pasal 8 dan Pasa 3 jika
dilihat dari sebab beradanya objek
dalam kekuasaan koruptor maka dalam
pasal ini, objek kejahatan berada dalam
kekuasaannya yang disebabkan lang-
sung oleh perbuatan yang dilarang in
case atau memperkaya. Dalam rumusan
perbuatan tersebut secara melawan hu-
kum berasal dari kata wedderrechttelijk
yang dimaksudkan dengan cara mela
wan hukum yakni jika s pembuat da-
lam mewujudkan perbuatan memper-
kaya adalah tercela, dia tidak berhak
untuk melakukan perbuatan dalam rang-
ka memperoleh atau menambah kekaya-
annya.

Penjelasan umum dalam undang-
undang ini dimaksudkan bahwa ke-
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uangan negara merupakan seluruh
kekayaan negara dalam bentuk apapun
baik yang dipisahkan atau yang tidak
dipisahkan, termasuk segala bagian hak
dan kewgjiban yang timbul karena ber-
ada dalam penguasaan pejabat lembaga
negara, baik di tingkat pusat maupun
daerah dalam pengurusan dan per-
tanggungjawaban Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), yayasan, badan hu-
kum dan perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan per-
janjian dengan negara. Dijelaskan bah-
wa “b. Tindak pidana korupsi dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesem-
patan, sarana, jabatan atau kedudukan.”

Daam rumusan ini tindak pidana
korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu
unsur-unsur  objektif yaitu perbuatan
menyalahgunakan kewenangan, menya-
lahgunakan kesempatan, menyaah-
gunakan jabatan, menyaahgunakan
sarana yang ada padanya yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara karena jabatan
atau karena kedudukan, sedangkan
unsur subjektif yaitu dengan tujuan
menguntungkan sendiri, menguntung-
kan orang lain, menguntungkan suatu
korporasi. Dijelaskan bahwa “c. Tindak
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pidana korupsi suap. Dalam tindak
pidana korups suap ini mempunyal
unsur objektif berupa perbuatan mem-
berikan sesuatu, menjanjikan kepada
pegawal negeri atau penyelenggara ne-
gara, unsur subjektifnya adalah dengan
maksud supaya pegawal negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat
Sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam
jabatannya sehingga bertentangan de-
ngan hak dan kewagjiban tugasnya.”
4. Membangun Pelayanan Daerah
yang Bebas Korupsi

Dalam kajian teoretis, kualitas
pelayanan perizinan usaha merupakan
salah satu komponen tata kelola eko-
nomi daerah (local economic gover-
nance). Asumsinya, setiap komponen
akan berperan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah. Termasuk perbaikan
pelayanan perizinan. Karena itu inisiatif
pemerintah untuk mendorong perbaikan
pelayanan perizinan di daerah patut
diapresiasi. Pembenahan proses per-
izinan tidak hanya memperbaiki pela-
yanan kepada masyarakat, namun juga
akan menambah daya tarik investasi dan
memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, korupsi dan kurangnya tran-
sparans masih menjadi momok bagi
tata kelola ekonomi daerah. Pelaku
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bisnis di semua tingkatan mengatakan
dua hal tersebut sebagai problem utama.

Terutama dalam kegiatan lelang,
pungutan tidak resmi, dan keadilan
pengambilan keputusan. Ekonomi dae-
rah masih bisa berharap pada sosok
kepemimpinan kepala daerah. Pelaku
usaha dalam studi ini mempersepsikan
bahwa kepemimpinan yang kuat dari
kepala daerah merupakan kunci untuk
menciptakan iklim investas yang kon-
dusif. Kepala daerah yang berkarakter
kuat mampu berinisiatif melakukan
terobosan kebijakan. Begitu juga, kebe-
raniannya menekan praktik korups di
kalangan birokrasi. Reformasi pelaya-
nan publik harus menjangkau peru-
bahan yang mendasar dalam rutinitas
kerja administrasi, budaya birokrasi,
dan prosedur kerja instansi pemerintah
guna memungkinkan dikembangkannya
kepemimpinan yang berwatak kerak-
yatan pada birokrasi publik.

Dengan mempertimbangkan isu-
isu, tuntutan, kritik dan keluhan masya-
rakat akan buruknya kualitas pelayanan
publik, maka diperlukan adanya refor-
masi oleh pemerintah dalam mengatur
penyediaan jasa pelayanan publik.
Beragam pelayanan publik yang res-

ponsif, kompetitif dan berkualitas
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kepada warga masyarakat, mutlak harus
menjadi mindset bagi setigp penye-
lenggara pelayanan publik. Dalam ha
ini juga perlu adanya pelayanan bebas
korupsi, kolus dan nepotisme (KKN),
pelayanan ini dimaksudkan untuk rak-
yat dan menjadi hak rakyat.

Reformasi  birokrasi merupakan
salah satu langkah awal untuk melaku-
kan penataan terhadap sistem penye-
lenggaraan pemerintahan yang baik,
efektif dan efisien, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat
dan profesional. Dalam perjaanannya,
terdapat banyak kendala yang dihadapi,
di antaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemah-
nya pengawasan. Segjalan dengan hal
tersebut, pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pel ak-
sanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama
yaitu peningkatan kapasitas dan akun-
tabilitas organisasi, pemerintah yang
bersih dan bebas KKN, serta pening-
katan pelayanan publik. Dalam rangka
mengakseleras pencapaian sasaran ha-

sil tersebut, maka instans pemerintah
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perlu untuk membangun pilot project
pelaksanaan reformasi birokras yang
dapat menjadi percontohan penerapan
pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu,
perlu secara konkret dilaksanakan pro-
gram reformasi birokrasi pada unit kerja
melalui upaya pembangunan Zona
Integritas. Integritas dalam melayani
publik harus diciptakan dalam ling-
kungan instansi pemerintah.

Dalam rangka memberikan apre-
sias kepada top mangemen yang
memiliki komitmen terhadap pencega-
han korupsi, Menteri PAN dan RB
menerbitkan Permenpan dan RB Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korups.
Peraturan tersebut sebagai pedoman
umum yang merupakan acuan bagi
pgabat di lingkungan Kementeri-
an/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(K/L/Pemda) dalam Rangka Pembangu-
nan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang
telah mencanangkan kesiapan/kesang-
gupan menjadi K/L/Pemda yang ber-
predikat ZI mewujudkan komitmen
pencegahan korupsi melalui pelaksana-
an kegiatan-kegiatan pencegahan korup-
si dalam bentuk yang lebih nyata secara
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terpadu dan disesuaikan dengan kebu-
tuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Konsep Zona Integritas sebenar-
nya berasa dari konsep Idand of
Integrity atau pulau integritas yang
biasa digunakan oleh pemerintah mau-
pun NGO untuk menunjukkan sema-
ngatnya dalam pemberantasan dan pen-
cegahan tindak pidana korupsi. Tran-
sparans Internasiona Indonesia (TII)
mendefinisikan Island of Integrity se-
bagai konsep “kepulauan” yang bisa
bermakna instituss pemerintah/badan
pemerintahan yang memiliki dan mene-
rapkan konsepsi Sistem Integritas Na-
sional (National Integrity SystemV/NIS)
sehingga kewibawaan dan integritas
institus  tersebut mampu mewujudkan
transparansi, akuntabilitas dan mem-
buka ruang partisipasi masyarakat se-
cara luas sehingga senantiasa terjaga
dari praktek KKN dan praktek tercela
lainnya.
D. PENUTUP

Berdasarkan uraian bagian ter-
dahulu, dapat diambil kesimpulan, oto-
nomi daerah merupakan proses pengeja-
wantahan peneragpan sistem desentra-
lisasi, di mana sistem desentralisasi di-
terapkan sebagai tindak lanjut demo-

kratisas di Indonesia. Proses sgarah
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yang memaksa ditergpkannya sistem
desentralisas  bertujuan untuk mengu-
rangi sentralitas kekuasaan pada peme-
rintah pusat. Sgjarah telah membuktikan
bahwa sentralitas pemerintah pusat me-
nyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat
untuk mengembangkan potensi yang
sebenarnya bermanfaat untuk keber-
langsungan di segala bidang pemerin-
tahan maupun non-pemerintahan. Hal
ini juga berkaitan dengan hakikat sistem
demokrasi yang diterapkan di Indo-
nesia, yaitu rakyat mempunyai kedau-
latan tertinggi.

Investass merupakan ha yang
positif jika dilakukan dengan prinsip-
prinsip keterbukaan dan good gover-
nance. “Investas semestinya dilakukan
tanpa korupsi dan tidak merusak ling-
kungan,” kata Basaria. Basaria menam-
bahkan, dalam proses pemeriksaan yang
berjalan, dissampaikan juga adanya ala-
san investasi. Menurutnya, alasan inves-
tas tersebut menjadi lebih buruk, lan-
taran digunakan sebagai pembenar da-
lam melakukan korupsi. Korupsi meru-
pakan tindakan yang sangat tercela.
Selain merugikan negara, tindakan ko-
rupsi juga dapat merugikan pelaku ko-
rupsi itu sendiri jika terbukti perbuatan-
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nya diketahui oleh badan penindak ko-
rupsi yang berwenang.

Dalam kajian teoretis, kualitas pe-
layanan perizinan usaha merupakan sa-
lah satu komponen tata kelola ekonomi
daerah (local economic governance).
Asumsinya, setiap komponen akan ber-
peran mendorong pertumbuhan eko-
nomi daerah, termasuk perbaikan pela-
yanan perizinan. Karena itu, inisiatif
pemerintah untuk mendorong perbaikan
pelayanan perizinan di daerah patut
diapresiasi. Pembenahan proses perizi-
nan tidak hanya memperbaiki pelayanan
kepada masyarakat, namun juga akan
menambah daya tarik investasi dan me-
macu pertumbuhan ekonomi daerah. Se-
lain itu, korupsi dan kurangnya transpa-
rans masih menjadi momok bagi tata
kelola ekonomi daerah. Pelaku bisnis di
semua tingkatan mengatakan dua hal
tersebut sebagai problem utama.

Dengan demikian, dalam rangka
membangun daerah yang bebas korupsi
harus ada gerakan dari pemerintah dae-
rah setempat untuk menumbuhkan kesa-
darannya menghindari dan menghenti-
kan perbuatan tercela tersebut. Dengan
cara itulah insyaAllah akan mudah ter-
wujudnya clean regional government.
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